SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

Menimbang

Mengingat

DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa dalam wupaya mengurangi beban pengeluaran

Masyarakat yang berpendapatan rendah, maka Pemerintah
Kota berkewajiban memberikan subsidi melalui pemenuhan
sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;

bahwa guna terwujudnya program penyaluran subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan rendah yang transparan,
partisipatif dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Beras
bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Probolinggo
Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4297);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota
Probolinggo Tahun 2016 selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, merupakan pedoman
bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran
beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan memperhatikan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan
Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah juncto Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya
Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS
Pasal 2
Petunjuk Teknis mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam :
a. Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah pada tingkat Kota;
b. Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah pada tingkat Kecamatan; dan
c. Pelaksana Distribusi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada

tingkat Kelurahan.

Pasal 3
Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 disusun sesuai dengan
sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008




SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS
BAGIMASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin.
Disamping itu, program ini dimaksudkan wuntuk meningkatkan akses
masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai
salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program
pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan
ketahanan pangan nasional. Karena pangan merupakan salah satu hak azazi
manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masuk dalam
kluster I (satu) Program Penanggulangan Kemiskinan tentang Bantuan dan
Perlindungan Sosial, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya,
seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sinergi
antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-
masing program dalam pencapaian tujuan.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahmerupakan
implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.
Presiden mengintruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non
kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
untuk  melakukan  upaya  peningkatan  pendapatan = petaniketahanan
pangan,pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi Nasional. Secara
khusus kepada perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan
beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan
pangan yang penyediaanya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani
dalam Negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat
berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-

PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan



akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan
pokok, sebagai salah satu hak dasar.

Berbagai aspek strategis program Subsidi Beras bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah tahapan pelaksanaan penyaluran Program Subsidi
Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, serta pihak mana yang
bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk
Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah,
Petunjuk ini merupakan kebijakan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Tingkat Kota Probolinggo yang diharapkan

bisa menjadi acuan pedoman bagi petugas penyalur di lapangan.

. Tujuan, Sasaran dan Manfaat :

Tujuan

Tujuan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah

mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasaran

Sasaran program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun

2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS)

berdasarkan basis data terpadu PPLS 2011 Badan Pusat Statistik (BPS), melalui

pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan

dengan harga tebusRp. 1.600,- per kg netto di tempat penyerahan yang

disepakati (Titik Distribusi).

Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran,
sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun
ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

4. Stabilisasi harga beras di pasaran.

5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga
beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan nasional

6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengertian
a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat
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yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana
Distribusi.

.DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar
Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM
melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.

. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.

. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM
yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

. HTR adalah Harga Tebus Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).

. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari
aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah.

. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau
kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah.

. Kemasan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung
dan/atau 50 Kg/karung.

i. Kualitas Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah

beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres

Kebijakan Perberasan yang berlaku.

j. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum

pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat
desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan
perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk
memutakhirkan daftar RTS-PM.

. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di
kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait
lainnya untukmelakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak

mengubah jumlah pagu kecamatan.



1. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi
jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM) atau jumlah beras yang
dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah untuk tingkat Provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota di wilayah
Jawa Timur pada tahun tertentu.

m. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang
didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/
pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-
1.

n. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat provinsi
yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai
penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah.

o. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota
yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai
penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

p. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah
program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

q. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras
dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016
yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-
1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.

r. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahadalah satuan
kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah yang dibentuk dan ditetapkan Perum Bulog.

s. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis
yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub Divre untuk mengeluarkan dan

menyerahkan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
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t. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan
sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM, termasuk Warung
Desa (Wardes).

u. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi
penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain
yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan
Perum BULOG.

v. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi
tugas, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau instansi dinas
sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan
dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan

wilayah penugasan di kecamatan.



BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

adalah:

a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-
PM)Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, bermakna
mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai
alokasi dan terjangkau.

b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku
kepentingan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
terutama RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah,
yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah serta dapat melakukan pengawasan
secara mandiri.

c. Partisipatif, yang bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM
berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari
tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan harusdapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua
pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuanyang

berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian
Dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dipandang perlu mengatur organisasi
pelaksanaan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya,
dibentuk Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Subsidi Beras bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendahdi tingkat Kota, Kecamatandan Kelurahan serta tim
lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat
yangberwenang. Penanggung jawab pelaksanaan program Subsidi Beras bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendahdi tingkat Kota adalah Walikota, di tingkat

Kecamatan adalah Camat dan kelurahan adalah Lurah.
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BAB III
TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KOTA

Merujuk pada kebijakan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membebankan tanggung Jawab
pelaksanaan program dimaksud di tingkat Kota kepada Walikota, maka Walikota
bertanggung jawab atas pengalokasian pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM,
penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan
Beras (HPB) dan administrasi distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah diwilayah Kota Probolinggo. Sehingga guna kelancaran
penyelenggaraan program dimaksud, Walikota membentuk Tim Koordinasi,
monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin sebagai
berikut :
1. Kedudukan
Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Beras untuk
Keluarga Miskin adalah pelaksana program di Kota Probolinggo yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
2. Tugas
Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Beras untuk
Keluarga Miskin mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan,
anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima
pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi
mempunyai fungsi :
a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung
pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
di kabupaten/kota.
b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Randah
Kecamatan.
c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.
e. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
wilayah kabupaten/kota.
f. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah.

g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
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h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan,
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

i. Penanganan pengaduan.

j- Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksanaan
Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

k. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Provinsi.

Keanggotaan Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan
Beras untuk Keluarga Miskin Kota.

Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Beras untuk
Keluarga Miskin Kota terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, dan beberapa Koordinator Bodang yang terdiri dari Bidang
Perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang Penyaluran, Bidang Monitoring dan
Evaluasi dan Bidang Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengankeputusan
Walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyaluran
Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin Kota terdiri dari SKPD dan
lembaga/instansi di tingkat kota yang terkait dengan program penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga/instansivertikal di kota,
Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai kondisi dan

kebutuhan.
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BAB IV
TIM KOORDINASIKECAMATAN

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas
Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahdi
wilayahnya, dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kecamatan adalah pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.
2. Tugas
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan
hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah Kota. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan
program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan
dan di kelurahan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah di Kecamatan.
b. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah
kecamatan.

Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

o o

. Penyelesaian HTR dan administrasi.

®

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Progran di kelurahan

=

Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah di kelurahan.

g. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data
dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana distribusi Subsidi Beras

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.
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4. Keanggotaan Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan
Beras untuk Keluarga MiskinKecamatan
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri
dari Penanggungjawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan,
sekretaris yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan beberapa bidang antara
lain Bidang Perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang Pelaksanaan Penyaluran,
Bidang Pemantauan dan Evaluasi serta Bidang Pengaduan yang ditetapkan

dengan keputusan camat.
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BAB V
PELAKSANA DISTRIBUSI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATANRENDAHDI KELURAHAN

Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Kelurahan bertanggung jawab atas
pelaksanaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di
tingkat Kelurahan, penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan
administrasi distribusi Beras Bersubsidi di wilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi
Beras Bersubsidi Kota menggunakan pola distribusi Kelompok Kerja (Pokja) yang
ditetapkan oleh Lurah dan diusulkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota untuk
mendapatkan pengganti biaya pendistribusian dari Titik Distribusi Kelurahan sampai
pada Titik Bagi di Tingkat RW,RT/Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM),
besarnya biaya distribusi /sak atau /15 Kg sebesar Rp. 900,- (Sembilan ratus Rupiah)
dan dibayarkan per triwulan. Kedudukan, Tugas dan Fungsi tim pelaksana distribusi di
kelurahan sebagai berikut :
1. Kedudukan
Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
2. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima

uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi

Pelaksanaan Distribusi mempunyai fungsi:

a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk kelurahan yang TD-
nya tidak berada di kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan
menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

b. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

c. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari
RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh
Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera
disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

d. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(BAST) beras di TD.

e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan
melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Kecamatan.
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BAB VI
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Sehubungan dengan kebijakan mengenai pedoman program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, maka kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan RendahKota Probolinggo
sampaidengan tingkat Kecamatan/Kelurahan berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh
Gubernur Jawa Timur dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS, penetapan
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan
hasil musyawarah Kelurahan dan rencanapendistribusian Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah.
1. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Berdasarkan kebijakan mengenai pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah 2016, alur perencanaan Pagu Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional dialokasikan ke Provinsi di
seluruh Indonesia oleh TimKoordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan kuantum
Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional.
Selanjutnya, pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Provinsi dialokasikan ke Kabupaten/Kota oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi yang dituangkan dalam
Keputusan Gubernur. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota didasarkan pada Pagu Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Data RTS
Kabupaten/Kota dari BPS. Sedangkan untuk di tingkat Kota Probolinggo, alur
perencanaannya sebagai berikut :
a.Pagu  Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kecamatan/kelurahan ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dengan
Keputusan Walikota. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Kelurahan didasarkan pada :
1) pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota.
2) data RTS Kecamatan, Kelurahan dari BPS.
b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah
yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
c. apabila Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu
wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2016, maka sisa

pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada Tahun 2017.
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2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a.RTS yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah adalah RTS yang terdaftar dalam basis data terpadu
untuk perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS sebagai RTS
di kelurahan.

b. dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTS di tingkat Kelurahan,
maka perlu dilakukan Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Kelurahan
untuk menetapkan kebijakan lokal :

1) melakukan validasi nama RTS hasil PPLS 2011 Badan Pusat Statistik yang
Kepala keluarganya meninggal dapat diganti oleh salah satu anggota rumah
tangganya. Sedangkanuntuk RTS-PM tungal yang sudah meninggal dunia
dan pindah alamat ke luar Kelurahan/Kecamatan/daerah atau yang dinilai
tidak layak menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.

2) RTS yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 diatas
adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki
anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia
sekolah, Kepala Rumah Tangganya Perempuan, kondisi fisik rumahnya
tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

3) pelaksanaan musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan
sesuai dengan kebutuhan.

4) apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakiran data RTS-PM di 2
(dua) Kelurahan atau terdapat pemekaran Kelurahan dalam satu
Kecamatan maka atas permintaan Kelurahan dapat dilakukan
musyawarah Kecamatan yang bertujuan untuk melakukan koordinasi
penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.

S5) hasil musyawarah Kelurahan atau musyawarah Kecamatan dimasukkan
ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K
melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Kota. FRP
hasil musyawarah Kelurahan atau musyawarah Kecamatan dilampiri
berita acara pelaksanaan musyawarah Kelurahan atau musyawarah
Kecamatan.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

a. Titik Distribusi (TD) yang merupakan tempat penyerahan beras Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah antara Satuan Kerja Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Pelaksana Distribusi Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada dasarnya ditetapkan di

Kantor Kelurahan; atau
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b. di lokasi lain atas kesepakatan antara Pemerintah Kota dan Subdivreyaitu :

1) bagi Subdivre yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat
dialihkan dari Kantor Kelurahan ke RW; atau

2) bagi Subdivre yang tidak dapat menjangkau Kantor kelurahan, maka TD
dapat dialihkan dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan atau tempat
lainnya.

Rencana Distribusi

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan RendahKota

menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi
objektif.

b. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada
waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya
diprioritaskan pada waktu musimpaceklik/harga beras tinggi. Penyediaan
beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Probolinggo,
sehingga kelancaran proses distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dapat terjamin.

Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke TD di Kelurahan yang telah

disepakati antara Pemerintah Kota dengan Subdivre sebagai berikut :

a. Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre VIII
Probolinggo berdasarkan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

b. pada waktu beras akan didistribusikan ke TD, Kasubdivre Perum BULOG
berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing
Kecamatan/Kelurahan kepada Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah. Apabila terdapat Kelurahan yang menunggak
pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk
Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan. Berdasarkan
SPPB/DO, Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
mengambil beras di gudang Perum BULOG mengangkut dan menyerahkan beras
Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Pelaksana Distribusi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di TD.

c. kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras
Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Apabila terdapat beras yang
tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah langsung mengembalikan beras kepada SatkerSubsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/gudang Perum BULOG tempat

pengambilan beras untuk ditukar denganberas yang standar.
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d. pelaksanaan penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pemegang Kartu Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah, dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja).

e. realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan
danpembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan
beras ditandatangani Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dan diketahui Lurah.

f. penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh
Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahdan Pelaksana
Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

g. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah membuat
Rekapitulasi BAST di sesuai Model MBA-1 yang ditandatangani Oleh petugas
Subdivre Bulog Probolinggo.Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah dan Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan nama,
tanda tangan dan stempel.

Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

a. pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan
secara tunai Rpl1.600,00/kg di Titik Distribusi, namun demikian karena

keterbatasan pada RTS-PM menyebabkan pembayaran dilakukan melalui
petugas distribusidi Titik Bagi dan dilaksanakan beberapa hari setelah beras
diterima oleh RTS-PM. Pembayaran ini dilakukan tidak melebihi batas bulan
berjalan sehingga tidak menjadi tunggakan dan tidak mengganggu
pelaksanaan penyaluran beras pada bulan berikutnya.

b. pembayaran HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari
Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendahkepada SatkerSubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
dilakukan setelah menerima HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dari RTS-PM.

c. uang HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang
diterima Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendahdari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau disetorkan langsung ke
Rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

d. atas pembayaran HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Subsidi
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Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) rangkap 3 oleh Satker
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Terhadap HPB
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahyang disetor ke Bank,
Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
harus berdasarkan bukti setoran asli dan TT-HP Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan setelah dilakukan konfirmasi

ke Bank yang bersangkutan.

7. Pembiayaan

a.

subsidi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disediakan
oleh Pemerintah c.q Kementrian Keuangan dalam bentuk subsidi pangan

yang dicantumkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2016.

. biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari

gudang BULOG sampai dengan dan di Titik Distribusi menjadi beban Perum
Bulog.

. Sedangkan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah dari Titik Distribusi TD ke masing Titik Bagi (TB) /RTS-PM dibiayai
melalui APBD Kota Probolinggo Tahun 2016.

. Segala biaya penyelenggaraan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring,
evaluasi dan Unit pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk
mendukung Tim Koordinasi Propinsi, Kabupatendan Kecamatan, Satker
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan pelaksana
Distribusi menjadi beban APBD Kota Probolinggo Tahun 2106 dan/atau Biaya
Operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Perum

Bulog Sub Divre Probolinggo.
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1.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pengendalian
a. Monitoring dan Evaluasi

1) monitoring dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan
program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
dibandingkan dengan rencana.

2) monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Provinsi, Kota dan
Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

3) waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik setiap bulan
dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

4) hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat
TimKoordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Pusat, Provinsi, Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot
permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan
dalam pemberian apresiasi.

b. Pengawasan

1) Pengawasan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dilakukan secara fungsional sesuai dengan
kebutuhan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui
mekanisme yang berlaku.

d. Pengaduan Masyarakat

1) Unit Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari Tim Koordinasi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Probolinggo
dibawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang berbentuk
sekretariat sebagai tempat pengaduan.

2) penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan masing-masing
instansi sesuai bidang tugasnya secaraberjenjang.

3) pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendahdapat disampaikan secara langsung

kepada Sekretariat UPM Kota, UPM Kecamatan dan UPM Kelurahan.
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4) untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari
masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah baik yang berasal dari
penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara
langsung, masyarakat umum, media masa dapat dialamatkan kepada :

a. Pemerintah Kota Probolinggo/Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Probolinggo
Cq. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Jl. Sukarno Hatta Nomor 269
Probolinggo Telp. (0335) 422722 Fax. (0335) 422722. Email
pemmas@probolinggokota.go.id.

b. Sub Divre BULOG VIII Probolinggo.
Jalan Suroyo No. 40 Probolinggo. Telp. (0335) 421424. Fax.(0335)
427968. Email : bulog probolinggo@yahoo.co.id.

c. Unit Pengaduan Masyarakat UPM Kecamatan dan Kelurahan se Kota Probolinggo.
5) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh
masing-masing instansi pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pelaporan

a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendahkepada Camat sebagai penanggungjawab di
Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota secara periodik setiap bulan
sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).

b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan RendahKota
melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah kepada Walikota sebagai penanggungjawab pelaksana
program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota dan
selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan
sesuai model (LT-1).

c. Selanjutnya pelaporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat diatur menurut pedoman umum
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 dari Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

d. Laporan akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan RendahTahun 2016 dibuat oleh Tim Koordinasi Pusat,

Provinsi dan Kota pada akhir tahun.
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BAB IX
SOSIALISASI

Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahadalah
kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus
pemahaman yang sama dan benarkepada seluruh pemangku kepentingan terutama
kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan
masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud
meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan,
pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-
masing. Melalui sosialisasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan dengan
lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya
indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk
masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus
penyelesaian masalahnya melalui jalur UPM yang tersedia. Sosialisasi Program
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilakukan melalui
berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut :
1. Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai
dari Kota, Kecamatan sampai kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi
kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam
pemahaman Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pemahaman sebagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga
pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
berjalan dengan baik. Sosialisasi di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah
melalui forum musyawarah Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi
antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban
RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Beras Subsidi kepada RTS-PMdi
tingkat kelurahan. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat
pelaksanaan dan/atau forum pertemuan tingkat Kelurahan lainnya.
2. Media Massa
Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan
memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa
dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media
elektronik seperti radio, televisi dan internet, baik di tingkat Kota, Kecamatan

dan Kelurahan.

23



3. Media Lainnya
Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara
lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya,

arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa Lokal maupun Nasional.
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BAB X
PENUTUP

Beras Bersubsidi adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan
dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian
kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaanya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan

haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
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Berikut contoh format dokumen administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan

penyaluran Raskin :

MODEL DPM -
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKINRASTRA TAHUN 2016
PROVING e rn et rmnnae
KECAMATAN e e et amnnae
Mama Nama
No Kapala Rumah Tangga Nama Anggota Lain Alamat Lengkap
’ Pazangan KRT
(KRT] Rumah Tangga

1 4 k] 4 H

1

2

3

3

B

)

i

g

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1]

21
Dist

JUMLAH
.................................................. . 216
MangatahuilDizankan Ditatapkan
Camat, Kapala DasafLuran,
({Tanda Tangan dan Shempad) ({Tanda Tangan dan Siempal]
{Hama Jalas iMama Jslas)
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| MOCEL DPM -2

DAFTAR REALIGASI PENYALURAN BERAS RASKINRASTRA TAHUN 2016

(BULAN: oo

PROVINSGI
KABUPATENIKOTA
KECAMATAN

KELURAHAN/DESA
RTIRW

=
=]

Alamat Lengkap

— 1 1] )]

Tanda Tangan

Jumiah Kg) Harga (Rp] | —

=
[ 5]

3

4 3 b

i | e o | e | s

(==

Eal

—i
[ ==

]
]

—&
[~ ]

=i
=1

=i
P

=l
£n

=l
(=1}

il
-

=
=]

=l
ol

=

A

Dst

I JUMLAH I I I I

‘) Harga yang dibayarkan oleh RTS-PM

M=ngetahuiDisahkan
Kapala Desall urah,

[Tanda Tangan dan Siempel)

eere et ettt g 4585t et et et 2016

Titik Disfribuzi
Kstua Pelaksana Diatribusi,

(Tanda Tanganj

27



CONTOH EERITA ACARA NUDESNUEEEL

BERITA AGARA MUSYAWARAH DESA/RELURAHAN

Desafaluranan ; KabupatenKota
Kecamatan ; Proviresl

Benfasarkan Surat BupaiViaikol ... Nomor ... Qg ... 2016, tentang Penetapan Pagu
Raskin/Rastra tahun 2016, maka mﬁ}mm DesaKekeanan ., MeCamaan ................. Kabupatenot

eeevees ey PACHTIE ... Wmmn Desalislurahan, pada:
Dengan peserta sabagal bevikut:
1. Aparat Desa

2. Perwaitan Tokoh Agama/Takoh Masyarakat
3. Penwatkan RT5-PM RaskinRasts 2016

518

Dengan keseoakatan sebagal berkut
Menyatakan tenadi perubanan DPM dengan nincian sebagal benkut i
1. Jumiah RTS-PM datam DPM cererennneen- UM TNGG

2. Jumiah RTS-PM yang digand karena
3. Pinda (keluar dan desakeuratan reveeeeensene- TN TENGGE

b. Seluruh anggot rumah tangga meninggal (npa ani wans) evereeemeeee-. TN TENGGE
C. Rumah tangga tercatat dua kaii dalam DY awal rereerenen. TN TANGER

0. Rumah 1angga danggap sudan mampy reveeeeeesene- TN TANGGS
3. Jumiah Rumah Tangga penggant (23+20+2x+2d) adalah rereerenen. TN TANGER

dan menyatakan bamwa jumiah Ruman Tangga yang digand adaiah sama dengan jumiah Rumah Tangga
pengart.
Demikian Bents Acara ini dibuat dengan sedenamya untuk dapat digunaian sebagaimana mestrya.

Kzpala Decallurah, Ketua BPODakel, Perwakilan Tokoh




CONTOH BERITA ACARA MUSCAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN ...

Berdazarkan Swral BupatiWalkota ............. Nomor ... 1$nggal .............. 2016, tentang Penetapan
Pagu Raskn'Rasta tahun 2016, maka pada han ini; . S - | [ 11, JES— - |, | T
., kami para Kepala DesalLuran di Hec.um:lmn : Hahupalen'h’-uta veveremsmsseeemey POONIASE oovoceeee, 1RIER

n‘mgm:lni:un Musyawarah dengan kesepakatan sabagai basibut

Mo Mama Dagalkelurahan T RTS - F:uil —— Katarangan
1
2
3

dst

Jumiah

Demikian Banta Acara ini dibuat dangan sebenamya unbuk dapat dipengunakan sebagaimana mestinga.

o 2016

Kepala DesalLurah, Kepala Desa/Lurah,
[Tanda Tamgan dam Stemped) (Tanda Tangan dan Stempsl)
(Hama J=las) [Hama Jalas)
Kepala DeasalLurah, Kepala Desa/Luran,
[Tanda Tangan dan Stemped) {Tanda Tangan dan Stempsl)
| Mama Julas | | Mama Jelas

Dizahkan olsh:
Camat ...
[Tanda Tangan dan Stemped)
{ Nama Jslas |
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BODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKINRASTRA
MM R e e e

Besdasarkan Sural Permintaan Akkasi (SPA) BupatiwWalkota ... ... WO ... 13§;ggal............ da&;
SPPE/DO Mo..... ........... pada hafi mL ..., ©0QgAl ..o, BUEEN e BERUR L, K3 VAN
bertanda tangan di bawah ini;

1. Nama e et et e e

Jabaian . Satier RaskinRastra Perum BULDG
DivrerSubdiveesansilg ...

salanjuinya disebut PIHAK L

2. Nama e et et e e
Jabaian :  Pelaksana Distribusi Raskin'Rasia DesaKelurahan

.1

salanjuinya dizebut PIHAK 1.

FIHAK | telah menayserahkan Beras RaskinRastra di TD wnhul akolast bulan ............... sebanyak ............... Kg., uniuk
werereemer. KTS-PM, dan PIHAK 0 t2lah menerima beras Raskinfasira di TD sesual kelemuan yang berkaky, sebanyak tersebut di
atas dalkam kondisl baic.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawat PIHAK 11.

D=mikian Benita Acara Serah Tenma Raskn'/Rasia dibuat untuk dapat dipergunakan s=bagaimana mestinya.

PHAK I, PIHAK |,
[Tanda Tangan) [Tanda Tangan)
| Nama Jelas | [ Wama Jelas |

Catatan:

"1 KadesfurahKzpala Pemerintahan Setingkal alau Pejabal Struktural di desal kelurahan selempat
Bila i luar dari pejabat ersebut peiu penunjukanspenstapan dan Kades/Lurahezpala Pemanntahan setingiat
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REKAPITULASI BERITA ACGARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN FENYALURAN RASKINRASTRA

KABUPATEN/KOTA © eieeee e e e s e s e
ALDKAZI BULAN e e e s e e e
DESALURKAN BULAN e e e e e 216
Berdasarkan Rekapitulasi Berta Acara serah Tenma Pelaksanaan Penyalaran Beras Rasuin'Rasta di kecamatan untuk akkasi
baulan ................ 2016, felah disalurkan beras sebamyak .................... KQueuk .............. RTS-PM, dengan Ancian sebagai
brikut:
Ho. Kecamatan Jumdah Jumian Kuantum Nilai Ksterangan
Kalilasa RT5-PFM (RDi
1 ] - T 1T IE:!['1'|' H# T
1
2
3
4
5
b
i
i)
]
10
Jumiah
.............................. . | | -
BUPATU WALIKOTA ) DIVRESUBMNWREMANEILOG ..
KEPALA,
[Tanda Tangan & Stemped) [Tanda Tangan & Stempel)
[ Mama Jelas | { Mama Jelas |
Catatan,

*| = alan pejabat yang mewakil ataw ditunjuk.
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BERITA ACARA

PENGECEKAN BERAS RASKINRASTRA
Pada hari ini .......... ,famgmal ... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) BupatiWalkota
Mg v eesennensoeny KM YN bertanda tangan di bawah inc

T Nama e

Jabatam  c 1]

selanjuinya disebut PIHAK |
2 Nama S

Jakatan D e 4

selanjuinya dsebut PIHAK 1T
1 Mama S

Jakatan : Kepala Gudang .......................

selanjuinya disebut PIHAK [

Dengan ini secara bersama-sama ielah melaksanakan pengecekan kualtas dom kwanfias beras
RaskinRastra untuk alokasi bulan .......... takee ... Kabwpaten®ota ... secar viswal dan

berdasarkan Lagoran Kondisi Kualitas o Gudang Perum BULOG, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Besita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan ssbagaimana mestimya.

FIHAK I, PIHAK I, PIHAK I,
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Tamda Tangan)
(Hama Terand [NamaTarang) MHama Tsnal

Kstarangan:
1 Perwallan Tim Kocedinasi [Tikor) Raskin/Rasira Kabupaten/Kota.

%) Satker RaskinRasira Perum BULOG.
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MODELLT -0

Momar
Lamgiran :
Fenral : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
Bulan................... Tanun 2016

Kepada Ym.:
Kefua Tim Koordinasi RaskinRastra Kabupaten®ofa ...l
di
Dengan ind disampaikan Laporan Pelaksanaan Program RaskinRasfra, bulan: oo , Tahun 2016, sebagal
Deriut:

01.  Sosialisasi S _  [isimya laporam iendang  pelaksanaan

sosiaisasi Program Raskn/Rasia yang melipull wisyan,
peserta, mater, dan permasalahan yang dijumpai di
lapangan, seria pemecahannya)

02.  Penyaluran Beras

| Rencana Alokasi Realisasi
Mo Daraaial aid o s Al aid
oy | O™ | i | oot | "™ | b
1 2 1 [ 3 i 7 i
1
1
4
sl
Jumlah
03.  Hasil © (Diuikan hasi-hasi pemantavan berdasarkan instrumenmuir
Pemantauan & pemanEuan Raskinfasna yang Erampir of Pedum inl)
Evaluasi Permasalahan dan Saran |diuraikan juga dan hasd penanganan
pengaduan.

Demikian disamgaikan mohon maklum dan tenma kasin.
SRR ) [

Tim Koordingsi RaskinFastra Kecamatan

(Tanda tangan & Stemped)
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Komor
Lampiran
Perinal . Laporan Pedaksanaan Program Raskin/Rasira
Bulan ................... Tahun 3016

Kepada Yih:
Katua Tim Koordinasi Raskin'Rastra Provingi ...
di
Dengan mi dsampaikan Laporan Pelaksanaan Program RaskinfRastra, bulan: oo -, Tahun 2018, s=bagai
berikut

01. Sesilisasi S {Einya laporan tentang  pelaksanaan

sosialisas Program Raskin®astra yang meliputi wilayah,
peseria, materi, dan permasalahan yang dijmpai di

|lagangan, serta pemecahannya)

02.  Pemyaluran Beras

Mo. | Kecamatn ad i ad 1 . ad
pintas | ™ | pinini | ointa | 2P| pinini
1 2 1 i i ] T [
1
2
3
4
st
. Jymian { J | | [ ]
03. Hasi . [Diuraikan hasi-hasil pemantauan bertasarkan insmumenfomul
Pemantauan & pemariauan RaskinRasia yang terampir ai Pedum i)
Evaluas Permasalanan dan Saran {diuwaikan juga dan hasil penanganan
pengaduar.

Demikian disampaikan mohon makium dan teAma icasih.
. ) |-
Tim Kpordinasi RaskinRasia Kab¥ola
[Tanda tangan & Stempel)

S L N E
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Nomar
Lamgiran :
Penhal . Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
Bulani................... Tahunm 2016

Kepada Ym..
Ketua Tim Koordinasi RaskinRasira Pusat
di
Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program RaskinRastra, bulan: ... Tahun 2016, setagai
beriut:

01.  Sosialisasi ; eeeeeeen (ISINYE lApOFAN temtang pelaksanaan

sosialisasi Program RasknRasta yang meliputi wiayah,
peserta, mater, dan permasalahan yang dijumpai di
lapangan, serta pemecahannya)

02.  Pemyaluan Beras

Rencana Alokasi Figalizasi
Mo W =4 - . £ aid .. |
pny | ™ | o | oo | "™ | pinini
1 ] i [l 3 i 7 B
i
2
3
Il
is
Jumlah
3. Hasi  (Diaikan hasikhasi pamanEean bardasarkan instmenSmuir
Pemantauan & peman@Euan RaskinRasma yang leriampir of Pedum ini)
Evaluasi Pesmasalahan dan Saran [diurakan juga dan hasi penanganan
pangaduan...

Demikian disamgaikan mahon makium dan fenma kasih.
US|} |

Tim Kooedinasi RaskinRastra Provinsi

(Tanda tangan & Stempel)

e ]
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STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam

menyosialisasikan Program Raskin'Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi
dan sosialisasi Program Raskin'Rasira dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara
berenjang dan memerukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi
Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat beralan dengan efektf
dan bersinergi

A. Tujuan

1.

2

Menyebaruaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin'Rastra secara wtuh dan
komprehensif

Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program
Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan
keteribatan berbagal pihak.

Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung
pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategl Komunikasi Program Raskin'Rastra meliputi pemangku kepentingan yang
bervariasi yang secara umum terdin dan masyarakat umum, penerima manfaat program (RTS-
PM), instansi' lembaga terkait pelaksanaan program (K/ L di tingkat pusat, atau SKPD di
tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin/Rasira), kelompok pendukung seria
pemangku kepentingan lainnya (TKPE, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dil).

C. Metode

1.

Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif
kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi.
Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran
tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program RaskinRastra secara
keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup uniuk
berpartisipasi secara akiif mengawal pelaksanaan Program RaskinRastra.

Persuasi, pada prnsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi
sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan
utama yang ingin dicapal adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak
sasaran terhadap Program Raskin'Rastra.

Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku
kebijakan Program Raskin'Rastra. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih
memahami pentingnya Program Raskin/Rastra dan mempunyal komitmen uniuk
memberkan dukumgan penuh dalam  pelaksanaan dam  pengawasan  Program
Raskin/Rastra.
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D. MateriPesan
Maten/pesan vyang dapat disampakan pada komunikasi dan sosialisasi  Program
RaskinRastra adalah sebagai berikut

a.

b.
£.
d.

F @

Sejarah Program Raskin/Rastra.

Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin/Rastra.

Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra.

Aspek kelembagaan Program Raskin'Rastra, terkat pembagian peran dam tamggung
jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan (pusat
dan daerah).

Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra.

Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme
penyaluran beras Raskin/Fasira.

Indikator kinerja Program Raskin/Rastra.

Mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra.

Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

E. Saluran 'Media

Mo. | Saluran/ Media Komunikasi Sasaran Pesan
1 | Komunikasi tatap RT5-PM dan masyarakat | Tujuan, manfaat, dan
muka/kelompok (ceramah, umum SASArEN penenma
diskusi di balal desa, manfaat.
ceramah di tempat ibadah, ¢ Pagu dan kepeseriaan.
kunjungan pada tokoh ¢ Mekanisme pembagian.
masyarakat, sosializasi oleh + Mekanisme pengaduan.

TESK dan fasilitator program
penanggulangan kemiskinan

lainnya).
2 | Pertemuan'rapat koordinasi, | Tikor Raskin/Rasira # Tujuan, manfaat dan
seminar, lokakarya tingkat provinsi dan SaSAran
kabupaten/kota, dan # Pagu dan Kepesertaan
pemangku kebijakan di + Aspek kelembagaan,
tingkat pusat lainnya terkait pembagian peran
dan tanggung jawab
antar lembaga di dalam
Tim Koordinasi

Raskin/Rastra, baik
pusat maupun dasrah

* Aspek perencanaan dan
penganggaran

# Mekanisme

pelaksanaan, termasuk
di dalamnya mekanisme
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o |ndikator kinerja
* Mekanisme pengaduan

o Advokasi atau Ajakan
untuk mendukung
pelaksanaan

Mater cetak (leaflet, buklet,
fiyer/brosur, buku pedoman
umumyjuklak/juknis,
advertorialiklan di  majalah,
tabloid, koran)

RTS-PM dan masyarakat
Lrman;

Tikor Raskin'Rastra
tingkat provinsi dan
kabupaten'kota, dan
pemangku kebijakan di
tingkat pusat lainnya; dan
Pelaksana lapangan

Pesan yang berbeda untuk
masing masing kelompok
SaAsaran.

Mediz tradisicnal
(pertunjukan wayang, lenong,
atau bentuk kesenian lainnya

RTS-PM dan masyarakat
WTILm;

* Tujuan, manfaat, dan
S3Saran penenma
manfaat

sesual  kekhasan  daerah # Pagu dan kepeseriaan
masing-masing) » Mekanisme pembagian
# Mekanisme pengaduan
Media penyiaran, berupa | RTS-PM dan masyarakat | Tujuan, manfaat, dan
lklan layanan masyarakat, | umum; Sasaran penerima
running fext atau manfaat
falkshow!dialog (telewvis, » Pagu dan kepeseriaan

radioc nasional maupun radio
komunitas) dan pengarahan
media (media briefing)

* Mekanisme pembagian
# Saluran pengaduan

Media luar ruang (spanduk,
baliho, paster, dil)

RT5-PM dan masyarakat
Wmm;

# Tujuan, manfaat, dan
SASAran penerma
manfaat

# Pagu dan kepeseriaan

* Saluran pengaduan

Media baru (media intemet,
situs web KL dan pemda,
media sosial  (facebook,
twitter, dll)

a. Masyarakat urnum;

b. Tikor Raskin/Rasira
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, dan
pemangku kebijakan di
tingkat pusat lainnya;
dan

¢. Pelaksana lapangan

# Pesan vyang berbeda
untuk masing masing
kelompok sasaran.

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah
ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dan khalayak sasaran terhadap
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Program Raskin/Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi
sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Raskin/Rastra dapat berasal dan APBN,
APBD, lembaga donor dan dan partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban

penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundang-undanganan yang beraku.
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PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program RaskinRasira idealnya dilakukan
secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan
secara menyeluruh dan efekiif sebagali masukan pengendalian pelaksanaan Program
Raskin/Rastra dalam rangka peningkatan kinerja pengelelaan program di berbagai tingkat {mulai
dan tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantavan yang tersedia pada Pedum Raskin/Rastra 2018 adalah
untuk pemantauan Raskin/Rastra ke tingkat provinsi, kabupaten'kota, kecamatan, pelaksana
distribusi (desa’kelurahan), RTS-PM, dan Perum BULOG (Sub-Divre). Dengan demikian,
pengelela Program Raskin/Rastra (Tim Koordinasi Raskin/Rastra) pada berbagai tingkatan dapat
menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sazaran pemantauan yang akan dipantau.
Marasumber sebagai sumber informasi dalam pemantauan Program Raskin/Rastra meliputi
pengelela program (Tiker Raskin/Rastra Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi
di tingkat desa/kelurahan, penenma manfaat program (RTS-PM), dan Perum BULOG. Pelaporan
hasil pemantauan menjadi bagian dan pelaporan Tim Koordinasi RaskinRasira yang diatur
Pedum Raskin/Rastra 2016 pada Babk "Pengendalian” dan sub-bab "Pelaporan”

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin/Rastra adalah untuk
memotret dan melihat aspek pelaksanaan fugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola
sesual dengan yang diatur di dalam pedoman umum Raskin/Rastra (misal: penyusunan
Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan
pengaduan, dil). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program
Raskin/Rastra pada tingkatan Pelaksana Distnbusi Raskin/Rastra dam RTS5-PM adalah untuk
memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dengan ketentuan
Program Raskin/Rastra terkait sasaran Penerima Manfaat Program Raskin/Rastra, jumlah beras
Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM, Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) yang dibayarkan
oleh RTS-PM, waktu penyaluran Raskin/Rasira, kualitas beras yang diterima RTS-PM dan
kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan program
Raskin/Rastra sesual dengan wyang fertuang di dalam masing-masing instrument'formulic
pemantauan Program adalah sepert diuraikan di bawah ini:

A. Pemantauan Tingkat RTS-PM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
a. Frekuensifwakiu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
b. Alasan/penyebab apabila RTS-PM tidak menebus Raskin/Rastra
¢. HTR Raskin/Rastra oleh RT5-FM
d. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM
e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Raskin/Rastra cleh RTS-PM
f. Penggunaan tanda kepesertaan Program Raskin/Rastra pada saat pengambilan beras
Raskin/Rastra.
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B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk
mendapatkan informasi mengenai:
a. Jumlah RTS-PM di desa'kelurahan lokasi pemantauan
b. Proporsi RTS-PM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa'kelurahan
c. Proporsi RTS-PM yang menebus Raskin'Rastra terhadap jumlah total RTS-PM Program
Raskin/Rasfra di desa'kelurahan
. Frekuensifwaktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RT5-PM
. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang disalurkan ke setiap RTS-PM
Harga Tebus Raskin/Rasira (HTR) cleh RTS-PM
. Biaya operasional penyaluran Program RaskinRastra (di luar HTR Raskin/Rastra) di
desakelurahan
h. Penerimaan DPM Raskin/Rasira yang diterbitkan cleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat
dar kecamatan atau kab'kota
L Perubahan RTS-PM di desa'kelurahan dan mekanisme perubahanmya
|- Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Raskin/Rastra
k. Penclakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan cleh Perum BULOG dan alasannya
| Bentuk kemasan beras Raskin/Rasira yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau 50 Kg)
m.Kemungkinan pengemasan kembali (rebagging) beras Raskin'Rastra oleh desakelurahan
dan sumber pembiayaannya

= ™ b B

C. Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

a. Penermaan penetapan pagu dan kab'kota

b. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rasira
Pusat dan kab'kota

c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa'kelurahan di  kecamatan lokasi
pemantauan

d. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra di kecamatan

e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan

f. Penerimaan Juknis dar kab/kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di kecamatan

g. Penerimaan dokumnen perubahan RATS-PM (FRP) dar desa'kelurahan dan pelaporannya ke
kabfkota

h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rasira oleh Tim Koordinasi
Raskin/Fastra Kecamatan

L Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan

|- Pelaksanaan pelaporan dar Tim Koordinasi Raskin'Rastra Kecamatan kepada Tim
Koordinasi Raskin/Rastra kabupaten/kota

D. Pemantavan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
mengenal;
a. Ketersediaan, besaran alokasi AFBD serta peruniukannya untuk mendukung pelaksanaan
Program Raskin/Rastra di kab/kota
b. Kemungkinan adanya tambahan alckasi pagu (dan besarannya) di luar pagu RaskinRastra
I-:ah’lmta ]'ang dll.etap-han oleh Gubemur




= & ™ b

=

. Penenmaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra

Pusat dar provinsi

. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desakelurahan cleh BupatiWalikota

Penerbitan SPA ocleh BupatiWalikata

. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra
. Eemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab'kota

Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Raskin/Rastra

Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program RaskinRastra

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi
Raskin/Rastra KabfKota

Penernmaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dan desa'kelurahan atau kecamatan

m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota

n.

Pelaksanaan pelaporan dan Tim Keordinasi RaskinRastra Kab/Hota kepada Tim
K.oordinasi Raskin/Rasira Provinsi

. Pemantauan Tingkat Provinsi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

d.

(=

o | b

Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukanmya uniuk mendukung pelaksanaan
Program Raskin/Rastra di provinsi

. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu Raskin/Rasira

provinsi yang ditetapkan oleh Menko PME
Penerimaan penstapan pagu provinsi dar Menko PMK

. Penenmaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra

Pusat

. Pelaksanaan penstapan pagu kab'kota oleh Gubemur

Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra

. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan |:Juk1al-i:| Program Raskin/Rastra
. Pelaksanaan sosialisasi Juklak Program Raskin/Rasira

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi
Raskin/Rastra Provinsi

Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
Pelaksanaan pelaporan dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi kepada Tim Koordinasi
Raskin/Rastra Pusat

. Pemantauan ke Sub-Divre Perum BULDG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
MENgenai;

= T I T = - N =

. Penerimaan SPA dari BupatiWalikecta

- Waktu dan frekeusnsi penyaluran beras Raskin/Rastra

. Alasan jika tidak menyaluran beras Raskin/Rastra setiap bulan
- Sistern pembayaran beras Raskin/Rastra

. Lokasi Titik Distribusi (TD)

Kemungkinan adanya permintaan Pemnda untuk mengubah TD

. Eemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan

oleh Perum BULOG

. Mekanisme penggantian beras Raskin/Rasira apabila terjadi penclakan dan Pelaksana
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i. Pelaksanaan peran pengawasan dan Tim Koordinasi RaskinRastra Kab'Kota khususnya
terhadap kualitas beras Raskin/Rastra yang disalurkan Perum BULOG

Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada 5Saat Pelaksanaam Pemantauan Program
Raskin/Rastra:

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dan narasumber (Lingkar 1. ¥a, afaw 2. Tidak):

Deaal Fabupate
Mo Dezcurmsan Kalurahan Kacamatan Kota Prosdns! Katarangan
[ Tckuren Pt FesnRET
2046 dan Lembar Infoemas! & 1¥a 1¥a 1¥a 1¥a
Sosle! Pogram Fasiinasts | 2Tk 2 Tidak 2 Thdak 2 Tickak
5| Dokumen Jukiak Frovingl 2016 iva iva i7a i3
3 Tickak 2 Tidak 5 Thdak 3 Tickak
T | LIOKLMEN JUKNE FanmoE e 173 173 174 173
2 Tickak 2 Thdak 2 Thdak 2 Tickak
T ke Dt e e | 173 73 N T
{DPM) Procram Raskin@asta 2015 | 2 Tidak 2 Tidak 2 Thdak 2 Tikak
S [ Dokumen SPA 2015 Y3 1¥a 1¥a
2 Tickak 2 Tidak 5 Thdak
£ | Dokumen beral Fiormas)
iokas| TO dan [adwal pemyaluran 1¥a 1¥a 1¥a
REEkNAasTA yang i8an dsepakall | 2 Tidx 2 Tidak 2 Thdak
Pesmiia dengan Perum BULOG
i '?',,J'ﬂn“ lf.’?; 1¥a 1¥a 1¥a
m‘ mmam 2 Ticlak 2 Tidak 2 Thdak
R W T i T e e v v
mzlm 2 Ticlak 2 Tidak 2 Thdak
5[ Dokuren fasl
1¥a 1¥a 1¥a
mm“'! - E“E'! gmmﬂzlm 2 Ticak 2 Thdak 2 Thiak
70. | Dokumen Penetapan Fagu 1
RAckINVRAET3 LN SNgkat provine| ST
yang ditenima dan
17| ikumen Pereapan Pag0 " -
RackiNRasta L Sngkat LR e
KaDupsten ko 2015
T2 [ Diokumen laporan peakeanaan e v s
P it 2 Tidak 2 Thiak 2 Tidak
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FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - TINGKAT KECAMATAN

PROAINE TANGEAL FEMANTALAN
KABUPATEN HANA FEMANTAL
KECAMATAN JABATAH FEMANTAL
HAMA NARASLIMEER TELEROM/HF PEMANTAL
JABATAN MARATUMEER TELEROM/HF NARASLIMEER

RC1  Apakah suwdah menerima penstapan  pagu 1 Sudah, Bulan =L fTahyn AL L |

Raskin/Rastra 2016 dari Kab/Kota?
askin/Rastra ari Kab/Yota 2. Belum, sebutkan alasannya = RC3

RCZ  Apakah sudah menerima  data  RTS-PM 1 Sudah, Bulan =L fTahyn AL L |

Razkin/Rastra 2016 dari Kab/Kota?
askin/Rastra ari kab/Kota 2. Belum sebutkan alasannya

RLC3 Bpakah ada relokasi pagu Raskin/Rastra antar

1Y 2. Tidak
desa/kelurahan di kecamatan ini? : :

RC4  Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan telah L Ll b
mensosialisasican  program  Raskin/Rastra e B

J016? Z.Belum , sebutkan alasanmya_ < RCE
RC5  Jika sudah, kepada siapa saja  sosialisasi | alurah/Kepala Desa
tersebut diberikan? b.L5M
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU c.RT5-PM
d.TKSK
eLainnya, sebutkan:
RCE  Apakah ada tungeakan pembayaran HTR? 1. Ada 2. Tidak ada< RCE
BCT  likaYa, apakah Kecamatan ikut menalangi? 1.¥a 2. Tidak
RCE Apakah Tikor Raskin/Rastra Kecamatan sudah
1.¥a 2. Belum, sebutkan

menerima  Petunjuk  Teknis  Pelaksanzan

Penyaluraim Raskin/Rastra 20067 L

RC3 Jika Y3, Apakzh Tikor Raskin/Rastra Kecamatan
sudah melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis

1Y 2. Belum, ssbutkan alas
Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra 2016 ke : S s
desa-desa/kelurzhan yang ada di wilayah ini?
BC10 Apakah Tik Raskin/Rastr K at
F"I : k' oo '"; s I“:"“ 1y 2 Tidak , sebutkan
melzkzanakan  pemantzuan  pelaksanaan
Program Raskin/Rastra # s
BC11  JikaYa, periode pemantavan? 1 Beberapa bulan sekali, L bulan sekali

2. Setzhun sekali
3. Lainnya, sebutkan

RCL1?  Jika Ya, Pemantauan dilakukan di ingkat mana | aPemantzuan di Tingkat Desa/setingkat desa
saja?  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU b.Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga

clainnya, sebutkan
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RC13

lka Ya, Apa hal apa saja yang menjzdi
pemantauan Tikor Raskin/Rastra Kecamatan #
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU

. Jumizh Raskin/Rastra di tingkat TD

b. Harga Raskin/Rastra di tinghat TD

c. Jumlzh Raskin/Rastra di tingkat TB | RT5)

d. Harga Raskin/Rastra di tingkat T | RT5)

e, Kuzlitas Raskin/Rastra

f. Ketepatan Sasaran penerima Raskin/Rastra di BTS
E- Eetepatan waktu penyaluran Raskin/®astra

h. Pemantziuan ke Gudang Buloz

i. Lainnya, sebutkan

RC14

dpakzh ada dan menerima  FRP  hasi

1. &d 2. Tidak ada =* RC1Y
Mudes/Muskel RT5-PM Raskin/Rastrs 20167 : -
RC15  lika ada, dari berapa desa/kelurahan?
1. Desz
2. TIDAK TAHU
RC16  Apakah  swdah meng‘irim.kin FRF  hasil 1. Sudsh, Bulzn Ll |.I'T:|hun Ll 1
MudesMuskel BT5PM Raskin/Rasira 2016 ke 3 Bel hutkan al
Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota? S an FRsanny3
RC1T  Apakah ada laporan kegiatan pemantzuan yang :
1. &d 2. Tidak ad
dilakukan Tikor Raskin/Rastra KEecamatan? . o aea
RCIE  Apakah ada pengaduan meEngenai
1. &d 2. Tidak ada=+ RCZ1
Basckin/Rastra dari masyarakat? : e e
RC1%  Apa saja pengaduan tersebut? & Jumlah Raskin/Rastra
b. Kualitas Raskin/Bastra
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU r. Harga Raskin/Rastra
d. Walktu penyaluran Raskin/Rastra
e. Sasaran/penerima Raskin/Rastra
f. Lainnya, sebutkan
RC20 Bagmimana penanganan pengaduan tersebut?
RC21 Eapan terakhir menyampaikan laporan
pelaksanaan Prosram Raskin/Bastra ke Tikor | Bulan bl f Tahun Ledd el
Bzskin/Rastra Kab/Kota®
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FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PRaCAVIRS] TENGGAL FEMANTALIAN

EARLIPATENKOTA HAMA PEMANTEL

MAMA MERESUAEER JARATAN FEMAKRTAL

JAZATAN MARASUMEER TELEPONHF FEMANTAL

K NARASUMIEER

RK1 Apakzh ada slokasi APBD untuk Raskin/Rastra 1 Vs 7 Ticak % RKS

2016 di kab/kotz ini?

RE2 Jika II'i. I:H!fipi besaran alokasi tersebut? RF‘- L1 |.| 1 1 |.| L 1 |.| L L
RE3 Untuk apa saja alokasi tersebut? 2. Tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada ET5PM
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU diluar PAGU yang ditetapkan
b. Bizy= operasional Raskin/Rastra
c.Biays pembuatan Kartw Raskin/Rastra
d.Biaya angkut Raskin/Rastra dari TD ke TH
e Subsidi hargs tebus Raskin Rastra
f.0ana talangan Raskin/Rastra
g.Biaya pemantauan Raskin/Rastra.
hLainnya, sebutian
FK4  Jika sds tambahan alokasi Raskin/Rastra g L1 L il 1 Igymah Tanges
kepnd:lu RT5-PM diluar PAGU yang ditetapkan 3 TIDAK TAHU
pemerintah pusat, berapa bamyak o
penamiahan PAGU Raskin/Rastra tarzebut? 3. Tidak sds tambahan alokzsi Raskin/Rastra
RES  Apsksh sudsh menenma penetapan pagu |y Sudah, Bulan —dee) / Tahun bededl
Raskin/Rastra 2016 dari Provinz? 2. Belum, sebutkan alasannya
RKG  Apakah sudah mencrima datz RTS-PM | LSodah, Bulan 1/ Tahun 11T |
Raskin/Rastra 2006 dari Provinsi® 2. Belum
3.TIDAK TAHU
RET  Apakah pagu Raskin/Rastra 2016 sudah
gitetapkan  oleh  Bupati/Walikota  untuk | 1.5udsh, Bulen =~ ; Tahyn =1
kecamatan dan Desa/¥elurshan di Kab/¥ota | 2. Belum = K9
ini?
RER akah sudah  dikeluarkan  5P&  (Surat T
ﬁrmintian Alokasi) untuk tahun 20167 I: 1 Suah, Butan '——/Tabun
L. Belum
RK9 akzh Tikor Raskin/Rastra KabfKota telzh Ll L i
::nsmiilisisik:n :rupim :::kin_-"ﬂinra 1. Sudah, Bulan L~/ Tahun
0157 2. Belum = REI1
RK10  Jika swdsh, kepada sizpa saja sosizlisasi | A. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan
tersebut diberikan? B. Lurah/¥epala Des
PILIHAN BOLEH LEBIH DRI SATU E. Lainnya, sebutkan
RE11l  Apakah ada tunﬁakan pembayaran HTR? 1. Ada, sebutkan alisannllli_ 2 Tidak adz=+ RE13
RELZ  Jika ¥a, apakah Pemda ikut menzlansi? LYa 2. Tidak
RE13 Apakash Tikor Raskin/Rastra  Kab/Kota
menyusun  Petunjuk  Teknis  [Juknis) | 1. Ya 2. Tidak, sebutian
Penyaluran  Raskin/Rastra 2016  wntuk alasannya =5 RK15

Kabupaten Kotz ini?
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RK14  lika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra KabfkKota
sudah mensosialisasikan Juknis Raskin/Rastra | 1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya
20167
RP15  Apakah Tikor Raskin/Mastra Kab/Kota
melzksanakan pemantauan pelaksanaan 1va 2. belum , sebutkan alasannys__ <% RP1Y
Proeram Baskin/Rastra ¥
RP16  Jikz Yz, periode pemantauan? 1. Beberapa bulan sekali, || bulan sekali
2. Setzhun sekali
3. Lainnya, sebutkan
RPIT lika Ya, pemantavan dilakukan di tingkat mana | . Pemantauan di Tingkat Eecamatan
saja’ b. Pemantauan di Tingkat Desafsetingkat desa
PILIHAM BOLEH LEBIH DARISATU .. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga
d. Lainmya, s=butkan
RK1E ks Ya, hal apa =sja yang dipantau Tikor | 2. Pemenuhan tugas & fungsi Ticor Raskin/Rastra
Bzskin/Rastra Kab/Kota ? Eemmatan (perencanaan peryaluran, sosialisasi,
pemantzuan, pelaporan, dsh)
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU b. Jumiah Raskin/Rastra di tingkat TD
c. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD
d. Jumiah Raskin/Rastra di tingkat TE | RTS)
e. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB | RTS)
f. Kualitas Raskin/Rastrs
£. Ketepatan sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS
h. Ketepatan waktu peryaluran Raskin/Rastra
i. Pemantauan ke Gudang Bulog
j- Lainnya, sebutkan
RK1%  Apakah zda laporan kegiztan pemantzuan )
\ang dilzkukan Tikor Raskin/Rastra Kab/¥ota? | = %2 = Tidakada
REXD  Apakah Pemds Kab/¥ofts mensrbitkan Eartu )
H::kin,-'h:tr: 20167 L & Tk
REX1  Apakah zda dan telah menerima FRP hasil .
MTdEIM ushel RTS-PM Raskin/Rastra 20160 |~ b Takada 3 WS
RKX?  lika Ya, dari berapa desa/kelurahan? i Ll Ipess 2. TIDAK TAHU
RKZ3 Apakah ada unit penFaduan seperti yan )
di:ur calam Ped urnFIRisEkin.l'R:ﬂm ;'.'I.Ii-?III : L s
K4  Apakah ads nEsduan TiEnEEnE )
H::kin_-'h:tr: dlari m:'f::k:t? ; 1 Ada L Tdak ada-3 WKZ7
RKX5  Apa saja pengaduan tersebut? aJumlzh RaskinfRastra
b.Eualitas Baskin/Rastra
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU c.Harga Raskin/Rastra
d.Waktu penyaluran Raskin/Rastra
e Sasaran/ penerima Faskin/Rastra
f.Lainnya, sebutkan
REX6  Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?
REZT  Eapan terakhir menyampaikan  laporan

pelaksanzan Program Faskin/Pastra ke Tikor
Bzskin/Rastra Provinsi?

Bulan |—|—|,I'T:hun il 1l
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FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA — TINGKAT PROVINSI

PROWING

TARGGAL PEMANTALIAN

MALA NARAS|IMBER

MARA FERMANTAL

JAHATAN MaRASUMBER

JABATAN FERANTAL

HP HARASUMEER TELEPOK/HF PEMANTAL
EPl J!'.!:Iikil‘! :l:l: illl:lkiﬁl APBD urtuk Raskin/Restra 2016 1 Ya 3 Tudsk & RPS
di prowinsi ini?
RPF?  Jika ¥z, berapa besaran alokas tersebut?
HF.IIII.IIII.IIII_IIII
EP3  Untukapa saja alokasi tersebut? a. Tambahan alokasi Raskin/Masra kepada TS
PILIHAN BOLEH LERIH DARI SATU PM di luar pagu yang ditetaplkan
b. Biaya operasional Raskin/Fastra
. [Biaya Pembuatan Kartu Raskin/Rastra
d. Biaya anghut Raskin/Rastra dari TD ke TB
&. Subsidi harga tebus RaskinRastra
f. Danz talangan Raskin/Rastra
. Biaya Pemantzuan Raskin/Rastra
h. Lzinnya, sebutkan
RP4  Jika ada tambahan alokas Raskin/Rastra kepada
RTSPM di luar pasu yang ditetapkan pemerintah 4 LA Lt Rumah Tanggs
pusat, berzpa banyak penambahan pagu =
Baskin/Razra tarsabyt? 6. Tidak ads tambzshan Mokasi Raskin/Rastra
RP5  Apakah Provinsi sudsh menerima penetapan pagu | 1. Sudsh, Butan = / Tahyn L1
Raskin/Razra 2006 dari Pusat? 7. B=lum
EP6  Apaiah sudah menerima data RTS-PM 1. Sudsh, Bulan Ll { Tahun L0 11
Raskin/Rastra 2016 dari Pusat? 7. Belum
RF7  Apzkah pagu Raskin/Rastra 2016 sucsh citetzplan | 4 ¢ gon Butgn L /Tahyn L1
oleh Gubermur untuk kabfkota di provinsi ini? 7. Belum
EPE  Apaiah Tikor Raskin/Rastra Provinsi telah 1. Sudsh, Bulan Ll { Tahun Ll 11
mensosialisasikan program Raskin/Rasra 20067 7. Belum = RFLD
EP9  likz sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut L. Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota
diberikan® 0. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan
E. Lurah/Kepals De=
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI S5ATU F. LSM
G. RT5-PM
F. Lainmya, sebutian
RP10  Apziah Tikor Raskin/Rastra Provinsi menyusun
Petunjuk Pelaksaraan [Juklzk) Penysluran 1.¥a 2 Tidak, sebutkan alassnnyz __ <% RP12
Raskin/Rasra 2016 untuk provinsi ini?
RP11 Jika Ya, Apaksh Tikor Raskin/Rastra Provins sudah

minsosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Penyzluran Raskin/Rastra 2016 ke kaby'kota yang
adz di wilayah ini?

1.¥a 2. Belumn, ssbuthkan
alazanmya
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RPF12

Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi melaksanakan
pemantauan pelaksanzan Program Raskin/Rastra ?

1.¥a 2 Tidak, sebutkan alasannya < RPF16

RPM13 Jika Ya, periode pemantauan? & Beberapa
bulan sekali, L bulan s=kali
5. Setahun sekali
6. Lainnya, sebutkan
RP12  Jika Ya. pemantavan dilakukan di tingkat mana 2. Pemantzuan di tingkat Kab/Kota
saja? b. Pemantzuan di Tingkat Eecamatan
PILIHAM BOLEH LEBIH DARISATU . Pemantzuan di Tingkat Desa/f pemerintah
setingkat desa
d. Pemantzuan di Tingkat Rumah Tangza
e. Lainnya, sebutkan
RP15 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra
Raskin/Rastra Provinsi ? Ezb/Kotz [penyusunan juknis, penyedizan APED
FILIHAM BOLEH LEBIH DARI S4TU untuk Raskin/Rastra, sosialisasi, pemantauan,
penanganan pengaduan, pelsporan, dsh)
b. Pemenuhan tugzs & fungsi Tikor Raskin/Rastra
Eecamatan
. Jumlzh Raskin/Rastra di tingkat TD
d. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD
e. Jumlzh Raskin/Rastra di tingkat TE | RTE)
f. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB [ RTS)
g- Kuzlitzs Raskin/Rastra
h. Ketepatan S5asaran penerima Raskin/Rastra di
RTS
i. Ketepatan waktu penyaluran Baskin/Rastra
j- Pemantzuan ke Gudang Bulog
k. Lainnya, sebutkan
RP16 Apakah ada unit pengaduan sepert yang diatur :
dalam Pedum RackinfRastra 2016 di rovinsiinz | - "4% 2 Tk ada.sebutkan sfasannyz_3 20
RPLT  Jika ?'a. apakah id.i pengaduzn mengenai 1 Ads 7 Tidsk sdad RP20
Raskin/Rasira dari masyarakat?
RPIE Mengenziapa saja pengaduan tersebut? A Jumlzh Raskin/Fastra
B. Kuzlitzs Raskin/Bastra
PILIHAM BOLEH LEBIH DARI SATU L. Harga Raskin/Rastra
D. ‘Waktu penyaluran Raskin/Rastra
E. 5asaran/ penerima Raskin/Rastra
F. Lainnya, sebutkan
RP18 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?
RP20  Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanzan

Prozram Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra
Pusat®

Bulan |—|—|.I'T=hun L .L L.
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FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA — SUB DIVRE PERUM BULOG

PROVIME TAKGEAL PEMANTALAN
KABLIPATEN MEMA PEMANTAL
BULOEG SUBDHVRE JABATAN PEMANTAL
MAMA MARACLIMEER TELERONHPF FEMANTAL
JARATAN MARKEIIMBEER

Bl  Kapan menerima SPA (Surat Permintzan Alokasi) dari
BupatiWalikota? (mintokan salinen dokumen)

A 5P Awal -

Budmn —— | Tahpgey ——L—1 1

B 5P& Akhir -

Eidmn —t— | Thpg ———1__|

BL2  Kapan Penyaluran Raskin/Rastra terakhir?

Biulan ——! Tishun ———1

B3  Apakzh penyaluran Raskin/Rastra dilakukan setiap
bulan?

1LYa=+Bl6 2 Tidak

BLd  Jika tidak setiap bulannys, berspa bulan sekali
penyaluran Raskin/Rastra dilakukan?

BLS  Mengapa tidak setiap bulan menyalurian
Raskin/Rastra?

BlE  Bagsimana sistem pembayaran Raskin/Rastra
dilakukzn?

BLT  Di manz bokasi Titik Distribusi (TD) Raskin/Rastra untuk | 2. Kecamatan
kota kabupaten ini [wilayah pemantauan]?  PILHAN | b, Desaf¥elurzhan
EOLEH LEEIH DWEI SATU .. Dusun/RT-RW/Lingkungan
d. Lainnya, sebutkan
BLE Apaiahada permintaan dar Pemda untuk mensubah
lok==i TO? 1.va 2. Tudak < BLID
BLS  Jika ya, apaksh ada tambahan bizya yang dimintz? 1Ya 7 Tadsk
BLID  Apakah ada Raskin/Rastra yang ditolzk/dikembalikan
17 2. Tidak =¥ BL1S

di TD?

BLI1 Jika ya, spakah alasan penolakan/pengembalian
Raskin/Fastra tersebut? PILHAN BOLEH LEBIH DARI
EATU

a. Kualitas Raskin/Rastra buruk
b. Jumiah Raskin/Rastra kurang
¢ Lainmya, sebutkan

BLI2  Jika Y3, apakah menerima kembali Raskin/Rastra yang
ditelak ‘dikembalikan tersebut?

1.3, sebutkan alasannya__
2. Tidak, sebutkzn zlasannya

BLI3 Jika Ya, berapa lama wakiu penggantian Raskin/Rastra

: : : L1 tHan
yang ditolak/dikembalikan tersebut?
BL14  Jika Y3, apakah ada bizya tmmbahan yang diminta? 1 ¥a 3 Tadak
BLIS Apaksh ada peran pengawasan dari Tikor
1va 2. Tidak = STOP

Raskin/Rastra  Kab/Kota (khususnys terhadap kualitas beras
Raskin/Rastra)

BLI6 Jika ada. bagsimana pengawasan tersebut dilakukan?

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
RUKMINI
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